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Tesisini membahas tentang penemuan hukum (rechtsvinding) dalam judicial review putusan Mahkamah
Konstitus terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang K etenagakerjaan, khususnya hak
serikat pekerja dalam satu perusahaan dalam merundingkan perjanjian kerja bersama (PKB). Penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-
undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan desain deskriptif
analitis dan analisa kualitatif serta menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan
hukum primer antara lain putusan Mahkamah Konstituss Nomor 115/PUU-V11/2009 dan peraturan
perundangan-undangan yang relevan dengan penelitian; bahan hukum sekunder yang terdiri dari tulisan atau
pendapat para ahli yang termuat di dalam buku-buku, atau hasil penelitian sebelumnyayang terkait
penelitian ini; bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

Hasil penelitian menghasilkan 3 kesimpulan. Pertama, bahwa hak berunding PKB sebelum putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-V11/2009 terdapat pengaturan hak berunding serikat pekerjayang
menerapkan asas tunggal atau proporsional tidak terbatas (UU N0.21/1954) dan opsi asas mayoritas atau
proporsional tidak terbatas (UU N0.13/2003) Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-
V11/2009 menyatakan UU N0.13/2003 Pasal 120 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan UUD 1945, dan
menyatakan Pasal 120 ayat (3) sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yang
merupakan penemuan hukum dalam pengaturan hak berunding serikat pekerjayang menerapkan asas
proporsional terbatas. Ketiga, dampak dari putusan a quo antaralain bahwa sebagai pasal konstitusional
bersyarat (conditionally constitutional) maka putusan ini mengandung sifat ultra petita, negative legislature,
dan inkonsistensi dalam sinkronisasi horizontal dengan undang-undang yang lain yaitu UU No. 42 Tahun
2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga penemuan hukum ini perlu segera
ditindaklanjuti oleh fungsi legidlative review beruparevisi UU a quo dengan memperhatikan jiwa putusan
Mahkamah Konstitusi No. 115/PUU-V11/2009.

...... This thesis discusses the rechtsvinding in ajudicial review against the decision of the Constitutional
Court Act No. 13/2003 on Employment, in particular the right of trade unions in the company in negotiating
a collective bargaining agreement (CBA). This study is anormative legal research by using two methods of
statutory approach and the conceptual approach with analytical and descriptive design and qualitative
analysis using secondary data collection techniques that include primary legal materials, anong others, the
decision of the Constitutional Court number 115/PUUV 11/ 2009 and legidlation regulations relevant to the
study; secondary legal material consisting of paper or expert opinions contained in the books, or the results
of previous studies related to this research; tertiary legal materials such as dictionaries, encyclopedias and a
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cumulative index.

The results of the study resulted in three conclusions. First, that the collective bargaining rights before the
Consgtitutional Court decision No. 115/PUU-V11/2009 are setting the union bargaining rights which apply
the single principle or proportional unlimited (Law N0.21/1954) and the options of principle of mgjority or
proportional unlimited (Law no. 13/2003) Secondly, the Constitutional Court Decision No. 115/PUU-
V11/2009 declare Law N0.13/2003 Article 120 paragraph (1) and (2) contrary to the 1945 Constitution, and
declared Article 120 paragraph (3) as a conditionally constitutional which isthe rechtsvinding in the
regulation of union bargaining rights which apply the principle of proportional limited. Third, the impact of
the decision a quo among others, that the conditionally constitutional then this decision contains the ultra
petita, negative legislature, and inconsistencies in horizontal synchronization with other legislation, namely
Law no. 42/2008 on General Election of President and Vice President, so this rechtsvinding needs to be
followed up by legidative function in the form of arevised Act aquo with regarding the decision of the
Consgtitutional Court No. 115/PUU-V11/2009.



